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ABSTRAK

Masalah kebijakan kolonisasi di Gedong Tataan (wilayah Sumatera Selatan) dijadikan tema pokok dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui salah satu bagian dari politik kolonial Belanda di Hindia Belanda di jaman imperliasme modern pada paroh pertama abad ke-20. Kebijakan itu merupakan suatu implementasi dari salah satu program politik etis, yaitu: emigrasi yang dicanangkan oleh Belanda pada tahun 1901, yang secara implisit akan digunakan untuk kesejahteraan penduduk bumiputera Hindia Belanda. Akan tetapi, di dalam praktiknya kolonisasi itu kemudian dipolitisasi oleh Belanda yang berkonspirasi dengan para pemilik modal swasta (kapitalis), untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja ke daerah kepulauan di Luar Jawa. 


Oleh karena, masalah penelitian ini telah terjadi di masa lampau, maka bahan-bahan arsip kolonial Belanda, buku, jurnal, dan surat kabar yang terkait dengan tema penelitian ini digunakan sebagai sumber dalam disertasi ini; dan analisis penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis agar dapat diperoleh rekonstruksi sejarah kolonisasi yang mendekati dengan kebenaran.


Sebagai kesimpulan, bahwa kebijakan kolonisasi di Gedong Tataan itu merupakan ambisi atau politik kolonial Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk bumiputera, dan sebagai pionir untuk pengadaan tenaga kerja atau kuli-kuli perkebunan swasta kaum kapitalis di Luar Jawa. 

Kata kunci: kolonialisasi, konspirasi, eksploitasi, kolonisasi, dan tenaga kerja. 

PENDAHULUAN

Kolonisasi dari penduduk di daerah Pulau Jawa Ke Lampung, khususnya di Gedong Tataan pada awal abad XX adalah suatu proyek pemerintah kolonial Hindia Belanda. Proyek ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu pendapat bahwa pendu​duk di Jawa telah dianggap, oleh pemerintah kolonial,  sudah sangat padat dan dalam kondisi kurang makmur (mindere welvaart). Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu untuk segera melakukan tindakan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jawa, yaitu: dengan cara memindahkan penduduk desa di Jawa yang padat penduduknya ke daerah lain atau daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya.
Proyek itu pertama kali dimulai pada tahun 1905 dan dikenal sebagai Kolonisatie. Karena proyek itu baru merupakan percobaan pemindahan penduduk yang pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Indonesia, maka  peristiwa ini terkenal sebagai Kolonisatieproef  (Percobaan Kolonisasi). Kolonisasi ini diartikan sebagai suatu usaha pemindahan penduduk yang telah direncanakan untuk mengatasi dan berdasarkan kepada  jumlah penduduk yang semakin meningkat di Jawa dan kebutuhan  tenaga kerja di perkebunan-perkebunan (ondernemingen) di luar Jawa (Breman: 1963 dan Prior: 1979). Ditambahkan lagi bahwa pada pertengahan kedua abad ke 19 di Pulau Jawa,  di daerah-daerah karesidenan tertentu di Jawa, seperti di Kedu, Cirebon, Rembang, Kebumen, Grobogan kebetulan sedang terjadi bahaya kelaparan. (Pelzer: 1945). 
Pemerintah  Kolonial Belanda menjadi semakin yakin bahwa perlu ada tindakan cepat untuk mengatasi masalah  kemiskinan dan kependudukan di Jawa.  Lebih-lebih setelah pemerintah kolonial semakin mendapat kritikan-kritian dari kalangan kaum humanis dan demokasi liberal radikal baik di lingkungan masyarakat, parlemen, dan pemerintahan di Belanda dan di Indonesia, bahwa kondisi-kondisi itu  tidak terlepas dari kebijakannya yang telah dijalankannya di Jawa. (
P. Brooshooft, 1901: 134-135, dan Locher-Scholten, 1976: 306-340). Oleh karena itu, Ratu Belanda (1901) berpidato di hadapan Parlemen Belanda dengan mengatakan bahwa pemerintah Belanda akan memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi Indonesia. 
Pidato itu kemudian  menjadi kebijakan pemerintah Belanda yang dikenal sebagai politik etis (balas budi) (Hüsken, 1994: 213-217). Kebijakan politik pemerintah kolonial  untuk meningkatkan kemakmuran penduduk pribumi Indonesia,  yang telah memberikan sumbangan finansial sejak keuntungan finansial ke negeri Belanda sejak zaman tanam paksa atau kultur stelsel, melalui program pembangunan masyarakat  di bidang pendidikan, perbaikan pertanian , perbankan, dan kpendudukan. (Schalkwijk, 1918: 418; dan Sartono, 1990: 32). Bidang yang disebut terakhir ini kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan kolonisasi yang akan dibahas dalam paper ini – yang didasarkan kepada suatu pernyataan bahwa kebijakan kolonisasi itu sebenarnya tidak untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk di Jawa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, tetapi lebih untuk mempersiapkan tenaga kerja,  pembukaan perkebunan baru, serta pemindahan  kemiskinaan di Luar Jawa, khususnya di daerah Gedong Tataan, Lampung.
METODE PENELITIAN


Metode penelitian ini mengacu pada metode sejarah (historical method) yang dirangkum dari buku yang ditulis oleh Gilbert J. Garraghan dan Louis Gottschalk
. Secara rinci metode sejarah itu meliputi heuristic, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi. Secara heuristic, di dalam penelitian ini akan digunakan sumber arsip (studi arsip). Sumber-sumber penelitian ini banyak diketemukan di Arsip Nasional Republik Hindia Belanda (ANRI) Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Hindia Belanda (PNRI) Jakarta,  Nationale Arschief (NA) di Den Haag, KIT – Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam), dan perpustakaan KITLV Leiden. Dua yang tersebut terakhir ini  sekarang sudah disatukan di Perpustakaan Universitas Leiden, Universiteit Bibliotheek (UB). Tanpa penelitian sumber di arsip dan perpustakaan itu, penelitian ini tidak akan menghasilkan karya yang komprehensif. 

 Setelah sumber-sumber tersebut di atas sudah diketemukan, kemudian diuji tingkat otentisitasnya melalui kritik ekstern dan intern. Kritik-kritik ini adalah untuk menguji apakah bentuk luar (pisik) dan isi sumber itu otentik atau tidak, palsu atau asli, utuh atau sudah dipalsukan, dengan metode perbandingan sumber lain yang sejenis agar diperoleh data sejarah yang valid. Data ini kemudian diinterpretasikan dengan konsep-konsep historis untuk membangun fakta. Kritik-kritik tersebut adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Fakta-fakta itu selanjutnya dirangkai-rangkaikan atau dikait-kaitkan  dalam kaidah hubungan kausalitas-sejarah (causality in history) sehingga menjadi sebuah cerita sejarah yang mendekati kebenaran dalam sebuah historiografi. Akan tetapi penelitian ini tidak menggunakan sumber lisan, mengingat kejadian peristiwa yang diteliti ini sudah terlalu jauh dari masa kini sehingga kurang memungkinkan untuk diketemukannya saksi-saksi sejaman, kalaupun ada tentunya kurang valid. 
HASIL DAN PEMBAHANSAN

Masalah Kependudukan Di Jawa Antara Tahun 1900-1920
Penduduk di Jawa pada tahun 1900 adalah 23.746.683 jiwa. (Penduduk di  luar Jawa dalam tahun yang sama berjumlah 6.575.373  jiwa). Dari data itu dapat diketahui bahwa Pulau Jawa yang wilayahnya lebih kecil daripada pulau-pulau di luar Jawa (sumatera atau Kalimantan) tetapi mempunyai jumlah penduduk lebih besar.     Walaupun demikian tingkat pertumbuhan penduduk di Jawa rata-rata tidak begitu tinggi, kecuali daerah-daerah tertentu. Tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah  ini diindikasikan  oleh adanya wabah influenza, bahaya kelaparan,  serta beban wajib kerja yang membebani penduduk di pedesaan sehingga mereka keluar dari desanya (Boomgaard, 1991 ; dan Widjojo Nitisastro, 1970: 67). Lihat tabel di bawah ini:
Table 1. Jumlah Penduduk di Jawa 1900-1920* 
  Region
         1900
          1905
           1917
             1920

   Banten
        812,170           803,300           878,009            897,301
      
  Jakarta
     1,938,000      2,309,352        2,444,642         2,787,343                        

   Priangan
     2,435,582      2,696,767        3,358,022         3,810,652
       

   Cirebon
     1,660,670      1,709,005        1,671,111          1,711,778

  Pekalongan        1,803,176      1,900,286        2,164,007          2,268,571                      

   Rembang          1,470,525      1 ,406,708          1,640,702          1,663,814
 

   Banyumas        1,368,298     1,486,129        1,627,090          1,767,520
            

   Kedu                 2,358,545      2,338,683       2,713,517          2,456,591
             

   Madiun            1,233,334     1,349,472         1,602,242          1,904,655      
   Kediri 
     1,521,921     1,774,545        2,151,660
       1,011,903  

Surabaya          2,360,909     1,436,963        2,529,844
       2,460,180

Madura
     1,758,511     1,493,280        1,778,243
       1,743,818

Pasuruhan         1,824,467      2,022,170       2,054345
       2,2412,23

   Total, daerah yang langsung dibawah Hindia Belanda:       
                        26,140,338    27,386247   30,772,345
31,651,909 


  Yogyakarta         1,084,327     1,118,705    1,374,168
  1,282,815
         

  Surakarta            1,512,773     1,593,056
2,060,1,049
  2,040,547

     Total, daerah vorstenlanden : 
                              2,597,100      2,711,761    3,435,038
  3,352,362 

Total,  Jawa
     28,746,638     30,098,00    34,157,383
 34,984,171

  *Widjojo Nitisastro, 1870: 6.

    Di daerah-daerah tersebut dalam table itu terdapat daerah-daerah out-migration: Kedu, Cirebon, Madiun, Kediri, dan Madura; dan daerah in-migration: Pasuruhan dan Besuki (di Jawa), serta Sumatera Timur, Lampung,  Riau, Jambi (di luar Jawa), (Widjojo Nitisastro, 1970: 55 dan 87). Daerah out-migration adalah daerah yang penduduknya cenderung suka migrasi, sedang daerah in-migrasi adalah daerah penerima  migrasi dari  daerah lain. Pada masa kolonisasi yang pertama daerah Karesidenan Ke​du adalah sebagai daerah out-migration yang sebagian penduduknya diberangkatkan sebagai kolonis ke Gedong Tataan, Lampung ( Besluit Pemerintah, 7 Maret, no. 5: Craandijk, 1918:  27).

Prosentase pertumbuhan penduduk di Jawa antara tahun 1900-1920 juga  masih di bawah 2% per tahun, kecuali di daerah in-migration. Lihat Tabel 2.
Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk per tahun, per 1000 di Jawa tahun 1900 – 1920
Region                    1900-1905     1905-1920      1905-1917       1917-19220
________________________________________________________________________
 Banten 
            19.5                  0.1

-1.6

  7.3
Jakarta


16.9

15.2

12.3

+3.7

Priangan

20.4

23.0

18.3

+2.1

Cirebon

  5.7

 0.1

 -1.9

  8.0

Pekalongan

10.0

 8.7

10.7
              0.7

Semarang

 -5.3

 3.0

5.5

 -6.6

Rembang

  2.5

 7.0

7.6

 +0.7

Baanyumas

 16.5
            12.2
            7.6

 27.5

Kedu


 -1.7

  3.3

12.+
            -33.2

Madiun

 17.9

11.1

14.1

  -1.6

Kediri


 31.9

  8.+

16.1

-22.+
Surabaya

 26.5

  0.6

14.5

  -9.3

Madura

 32.7

10.3

14.5

  29.0

Pasuruhan

 20.6

  6.9

 1.3

 29.0

Besuki


30.0

62.2

18.6

-1.8

Rata-rata daerah di bawah

Kabupaten

9.2

9.6

9.6

9.9

Yogyakarta

6.2

9.1

17.1

-22

Surakarta

10.3

6.8

21.5

-1.8

Rata-raqata Daerah di bawah

Langsung Belanda
8.6

13.7

19.7

10.1

Rata-rata Jawa

9.2

10.0

10.5

8.0

__________________________________________________________________
Sumber: Widjojo Nitisastro, 1970:54-69.


















Apabila dicermati angka kenaikan penduduk per tahun, per 1000 orang di Jawa pada tabel di atas adalah sangat rendah. Misalnya di daerah Cirebon, Banten, Pekalongan, Semarang, Rembang, Kedu, Madiun, Kediri, Surabaya, Madura, Yogyakarta, Surakarta; bahkan ada daerah yang mengalami penurunan jumlah penduduk antara tahun 1905-1920, seperti: Banten, Cirebon, Semarang, Kedu, Madiun, kediri, Surabaya, Madura, Yogyakarta, dan Surakarta. 
Kondisi ekonomi penduduk Jawa  pada tahun-tahun menjelang dilaksanakan kolonisasi tidak terlepas dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak Kultur Stelsel,   (Booth, 1988: 389; Manggistan, 1986: 99-141). Proses pemiskinan di Pulau Jawa terus berlangsung. Selama tahun-tahun terakhir sesudah tahun 1883 timbul gejala bahwa di mana-mana di Pulau Jawa harga-harga hasil pertanian (padi) turun, gagal panen; pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan swasta terus berlanjut sebagai akibat krisis ekonomi perkebunan; di mana-mana  uang yang sampai pada penduduk berkurang;  permintaan akan tenaga  kerja  berkurang; serta upah-upah buruh menurun (Manggistan, 1986: 123; baca juga Elst, 1986: 143-157).
Sebetulnya antara tahun 1888 sampai dengan 1915 telah terjadi pertambahan luas lahan pertanian. Dari tahun 1888-1900 lahan sawah padi bertambah 8%, sedang tegalan bertambah 24%; kemudian antara tahun 1900-1915 lahan sawah padi bertambah 16%, sedang tegalan 150%. Menurut Geertz,  panenan padi penduduk masih tetap konstan antara 1:1. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan panen di suatu tempat diimbangi dengan kemerosotan di daerah lain, seperti yang terjadi di Kedu, Cirebon, Madiun, Kediri, Semarang, Rembang (Geertz, 1963:98-100; baca juga Hiroyoshi Kano, 1984: 51-52). Dengan bertambahnya lahan tegalan yang cukup besar tersebut di atas, petani Jawa masih belum beranjak dari kemiskinannya. o1eh karena pada tahun 1900-1905 setiap petani masih hanya memiliki tanah pertanian rata-rata 0,35 Ha - 0,17 Ha. Kasus di Karesidenan Kedu, per keluarga hanya memiliki tanah pertanian (sawah) 0,17 Ha (0,25 Bau). Mereka masih  sebagai petani subsisten, tidak berusaha untuk berperilaku efisiensi dan intensifikasi. Oleh karena itu penghasilan mereka setiap tahunnya hanya sekitar 1. 80,- (Advies Raad van Indie, 25 Maret 1904, no. 30; Eindresume, Jilid I, Lampiran A; dan (Booth, 1988). 
Kebijakan Kolonisasi Pemerintah
  Setelah liberalisasi politik berkembang di Eropa pada pertengahan abad XIX, nasib pen​duduk Pribumi di Hindia Belanda (Indonesia) yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Be​landa menjadi sorotan dari kaum Humaniter. Lebih-lebih setelah muncul issue tentang apa yang disebut Batig Slot (Sistem keuntungan Bersih). Issue ini telah ada sejak tahun 1860-an, dan setelah diundagkan  Comptabiliteitswet  (1864) (Van Hoevell, 1863: 315; dan Baca juga Van Gennep, 1878: 10-11). Di dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa anggaran belanja Hindia Belanda ditentukan berdasar pada Undang-undang Negeri Belanda. Sejak itu hubungan finansial antara Hindia Belanda dan negeri Belanda serta Batig Slot selalu menjadi sasaran kritik. Politisi-politisi Belanda menjadi sangat sensitif terhadap hal itu. Di samping itu masalah ini menjadi kompleks, karena timbul suatu sintimen yang sama sekali menentang politik kolonial lama, yang menuduh pemerintah Belanda telah merampok jutaan gulden kekayaan Hin​dia belanda, dan itu harus ada restitusi dari surplus yang telah diambilnya sejak berlakunya Comptabiliteit, (Deventer, 1899). Usul (kritik) yang agak radikal diajukan oleh van Dedem. Ia menuntut supaya dihapuskannya pengambilan keuntungan dari tanah jajahan oleh negeri induk, (Sartono , 1990: 27).

Sebelum mempertimbangkan kritikan-kritikan itu, pada tahun 1867 pemerintah sesunggunya telah membentuk suatu Tim Peneliti, yang ditugasi untuk meneliti tentang kemakmuran (penduduk Pribumi) yang rendah di wilayah Jawa dan Madura. Tujuan rencana penelitian ini adalah bahwa pemerintah ingin mengetahui, apakah betul di Jawa sedang terjadi kondisi kekurangmakmuran penduduk pribumi sehingga diperlukan kebijakan politik-ekonomi yang baru untuk mengatasi kekurangmakmuran itu.  Akan tetapi penelitian itu baru dikerjakan pada tahun 1901-1903, setelah  Ratu Belanda berpidato pada tahun 1901, yang menyerukan tentang perlunya perbaikan  kesejahteraan penduduk pribumi Indonesia. (Fokkens, 1901-1903).
Pada tahun 1889 muncul brosur dari seorang Kontrolir di lingkungan Pemerintahan Dalam negeri (Binenlandsch Bestuur, yaitu H.E.B.   Schmalhausen  dengan judul De Overbevolking op Java en Hare Gevolgen (Kepadatan Penduduk di Jawa dan Akibatnya). Ia menyatakan bahwa penduduk di Jawa pertumbuhannya  sudah cukup cepat dan mengusulkan bahwa  sudah waktunya penduduk Jawa sebagian dipindahkan ke luar Jawa  (Kolonisatie Bulletin, 1937: 4).
Usul untuk memindahkan (mengemigrasikan) penduduk dari Jawa ke luar jawa itu mendapat perhatian Direktur Pemerintahan Dalam Negeri.  Oleh karena itu ia melaporkan hal itu kepada pemerintah supaya gagasan emigrasi itu ditindaklanjuti  (Besluit Pemerintah, 1902, no. 17; dan Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri kepada Pemerintah (Gubernur Jenderal), 3 Desember 1903). Laporan itu diterima oleh pemerintah, sehingga mulai saat itu mulai diadakan persiapan-persiapan untuk menyusun program dan pelaksanaan emigrasi, yang pada waktu itu dikenal sebagai kolonisasi.
Di dalam mempersiapkan dan penentuan lokasi Kolonisasi,  pemerintah (Gubernur Jenderal) tidak mau memikirkannya sendiri. Ia memanggil Asisten Residen Sukabumi yaitu Heyting, agar menghadap kepadanya untuk melakukan penelltian guna menyusun proposal kolonisasi dari daerah-daerah Jawa yang padat penduduknya ke daerah lain (di luar Jawa) yang masih jarang penduduknya.
Direktur Pemerintahan Dalam Negeri memberi saran kepada Heyting, supaya melakukan penelitian ke daerah di Jawa dibatasi lima daerah dan ke daerah di luar Ja​wa dibatasi tujuh daerah (Schalkwijk, 1918: 117). Selain itu ia juga diminta untuk mempelajari masalah tenaga kerja (kuli kontrak) yang dibutuhkan oleh perkebunan swasta di luar Jawa. Perlu diketahui bahwa semenjak tahun 1863 masalah  pengadaan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan Tembakau di Deli dan langkat menjadi persoalan para pengusaha perkebunan  di daerah itu di dalam mencari tenga kerja yang setia dan terampil (Stoler, 1985). 
Untuk menjalankan tugas itu, ia mendapat tunjangan oleh pemerintah sebesar 600 gulden per bulan. Di dalam rancangannya, ia telah membuat Program 10 Tahunan. Ini tampaknya daerah-daerah penelitianya diarahkan ke daerah-daerah  perkebunan, yaitu daerah yang membutuhkan tenaga kerja dan dekat dengan para calon peserta kolonisasi. Hal ini dianggap penting karena pemerintah kolonial tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeayai progran yang akan disusun itu (Pelzer, 1945). Usulan program ini dapat dilihat di bawah ini:
Tabel 3. Usulan Program 10 Tahun Kolonisasi oleh Heyting (Heyting, 1938; dan dan Hardjono, 1977: 16)

	Tahun ke
	Daerah Tujuan Kolonisasi
	Jumlah (KK)
	Beaya (Gulden)

	I. 
	Banyuwangi
	530
	f. 150.271,-

	II. 
	Banyuwangi, Krawang
	530
	f. 337.675,-

	III. 
	Banyuwani, Krawang, Distrik Lampung
	350
	f. 544.100,-

	IV. 
	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung
	 --*
	f. 314.725,-

	V. 
	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember
	 --*
	f. 767.150,-

	VI. 
	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember
	 --*
	f. 341.500,-

	VII. 
	Bany, uwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu
	 --*
	f. 396.750,-

	VIII. 
	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu
	--*
	f. 437.325,-

	IX. 
	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu, Palembang
	 --*
	f. 262.175,-

	X. 
	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu, Palembang, Sumatra Barat
	 --*
	f. 499.150

	
	                                                 Total
	
	f. 5.028.900,-   


*) data tidak ada.
Setiap kolonis (peserta program kolonisasi) mendapat beaya untuk premi f. 10,- per KK (kepala keluarga),  termasuk Kepala Desa dan Pamong Prajanya, beaya transport dari karanganyar ke halte kali  Setail, membeli alat-alat dapur, alat-alat pertanian, rumah-rumah untuk seorang dokter Jawa dan dua orang kepala Desa, pemeliharaan bangunan,  beaya makan selama 8 bulan, membeli material  untuk menanam, untuk gaji dan tunjangan dua orang Kontrolir, dua orang Asisten Wedana, tiga  orang Juru Tulis,  dua orang Opas berkuda dan empat orang Opas biasa, seorang Mantri irigasi, upah untuk 20 orang kuli ukur,  gaji untuk dokter Ja​wa selama 8 bulan, untuk membeli obat-obatan,  gaji untuk dua orang kepala Desa dan 28 orang pamong praja, beaya dua orang Kontrolir untuk perjalanan, dua orang Asisten Wedana,   tiga  Juru Talis, enam orang Opas, seorang manteri irigasi dan seorang dokter Jawa bersama keluarganya ke tempat yang sudah ditentukan jumlah Beaya  seluruhnya f. 150.271,- (Benoit, et al, 11989: Heyting, 1938: 1106-1117)
Usulan proyek itu tidak disetujui oleh pemerintah tetapi Heyting masih diberi waktu lagi untuk membuat usulan yang baru. Walaupun dalam usulannya yang kedua ini sudah dikonkritkan jumlah warga yang akan diemigrasikan namun juga belum dapat diterima oleh pemerintah terutama oleh Raad Van Indie. Alasannya adalah harus dicari daerah-daerah di Jawa yang padat penduduknya dan daerah-daerah di Luar sebagai daerah tujuan kolonisasi; selain itu disarankan juga sebaiknya emigrasi (kolonisasi) itu dilakukan di dae​rah Jawa terlebih dulu (ke Banyuwangi), kemudian baru ke luar Jawa yaitu ke Lampung untuk menghemat beaya (Surat Direktur Pemerintah Dalam Negeri kepada Gubernur Jenderal, 3 Desember 1903, no. 469 dan 16 Januari 1904, no.  254; dan Schalkwijk, 1918: 117).
Setelah mempertimbangkan usulan-usulan tersebut di atas dan saran-saran dari pejabat-pejabat pemerin​tah kolonial, serta agar jangan sampai    proyek emigrasi (kolonisasi) itu tidak terbengkalai, maka pemerin​tah memutuskan yaitu untuk mengadakan percobaan kolonisasi terlebih dahulu yang diberi nama Kolonisatie-proef  (Percobaan Kolonisasi).  Kolonisatieproef ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 1905. Sebagai tahap permulaan Karesidenan Kedu dipilih sebagai daerah yang sebagaian penduduknya akan dipindahkan ke daerah tujuan proyek kolonisasi.  Adapun daerah tujuan kolonisasi adalah daerah Distrik-distrik Lampung  tepatnya di Gedong Tataan  (Besluit Pemerintah, 19 Oktober 1904; dan Kolonisatie Bulletin, 1937: 4;   Sayogyo, 1986: 32; Sri Edi Swasono, 1986: 70).
Alasan Karesidenan Kedu dipilih sebagai daerah asal kolonisasi yang pertama, karena sejak awal Residen Kedu telah mencemaskan wilayahnya sering terjadi musim paceklik, tanah pertaniannya (sawah atau tegalan) kurang baik mutunya, irigasinya tidak baik sehingga pada musim kemarau sulit untuk ditanami padi. Rata-rata petani hanya memiliki lahan bau (0, 17 ha) pada tahun 1904 sehingga hidupnya miskin (Advis Raad Van Indie, 25 Maret 1904; dan  Elst., 1986: 155)
Adapun alasan Gedong Tataan dipilih menjadi dae​rah percobaan kolonisasi adalah bahwa setelah Heyting mengadakan penelitian di berbagai daerah di Sumatera, seperti di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Palembang, dan Lampung; akhirnya pemerintah memilih daerah Lampung, tepatnya di Gedong Tataan, karena letaknya lebih dekat dengan Jawa, dekat dengan jalan raya besar dan sudah ada jalur kereta api (Umbilin)– sehingga beaya untuk mengantarkan para calon kolonis ringan dan lancar; luas daerah datar mencapai 17.000 Ha. , sumber airnya banyak sehingga cocok untuk membangun persawahan. (Heyting, 1938; Zwaal: 1936, dan baca juga Schalkwijk: 117). Muncullah suatu pertanyaan, Bagaimana berlangsungnya proses kolonisasi di Gedong Tataan dan apa tujuan politik pemerintah kolonial Belanda di balik program itu? Pertanyaan ini yang akan dibahas di dalam artikel ini.
Kolonisasi Di Gedong Tataan (Lampung) Tahun 1905-1917
Mula-mula rekrutmen calon kolonis yang akan dikirim ke Gedong Tataan dipercayakan kepada para bupati di Karesidenan Kedu, yaitu diantaranya: Bupati Karanganyar, Kebumen, Purworejo (Bagelen). Yang menkoordinir mereka adalah Asisten Residen Sukabumi, H.G. Heyting, dibantu oleh Asisten Wedono Ronodimejo dari Kutoarjo, dan dua orang mantri ukur(Schalkwijk: 119; Sri Edi Swasono: 70). Pada angkatan pertama pada tahun 1905 telah berhasil dikirim sejumlah 155 KK ke Gedong Ta​taan di tempat yang telah disediakan. Tempat koloni​sasi yang pertama itu diberi nama desa Begalen, kare​na kebanyakan para kolonis itu berasal dari Kabupaten Bagelen (Purworejo) di Karesidenan Kedu di Pulau Jawa.
Pada  umumnya nama desa di daerah kolonisasi menggunakan nama daerah asal, (Sri Edi Swasono: 70; Darsiti Soeratman: 162; dan Kolonisatie Bu​lletin, 1937:4).

Untuk mencari calon-calon kolonis di desa-desa di Karesidenan Kedu yang kemudian untuk dibawa ke daerah kolonisasi agak mengalami kesulitan.  Menurut Schalkwijk, penduduk desa sulit untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Ikatan-ikatan adat desa sulit untuk dihilangkan atau dilepaskan.  Oleh karena itu pada umumnya penempatan para kolonis harus disatukan di satu daerah yang penduduknya dari daerah asal yang sama.

Walaupun menurut Ginkel, bahwa percobaan itu gagal,  karena tidak dapat mencapai target pengiriman para kolonis sejumlah 22.940 orang dalam sepuluh tahun, walaupun  jumlah pengirimaan para kolonis setiap tahun semakin meningkat sejak dari tahun 1905-1917, ( Ginkel,1917: 1545; Craandijk, 1918:  27-29; dan lihat juga  Schalkwijk, 1917-1918: 420-421).  Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa mulai tahun 1905-1910 datanya kurang lengkap. Baru mulai tahun 1911-1917 datanya cukup lengkap dan tampaknya pada periode ini pengiriman para  kolonis dilaksanakan secara teratur setiap pada tanggal 31 Desember; sedang periode sebelumnya (1905-1910) tidak harus setahun sekali. Misalnya pada awal tahun 1905 telah dikirim 155 jiwa ke daerah Lampung (gedong Tataan), kemudian pada bulan Maret 1905 Pemerintah mengirim lagi sehingga jumlahnya menjadi 3132 jiwa  . Untuk lengkapnya perhatikan Tabel di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah Kolonis di Gedong Tataan (1905 - 1917)
	Tanggal
	
	Jumlah
	bertambah *
	yang baru**

	
	
	(jiwa)
	(Jiwa)
	(jiwa)

	Percobaan I
	1905
	155
	
	

	Percobaan II
	1905
	555
	577
	--

	 Maret
	1905
	3132
	2941
	--

	31 Desember
	1911
	6073
	2142
	--

	31 Desember
	1912
	6215
	486
	--

	31 Desember
	1913
	6701
	486
	317

	31 Desember
	1914
	6930
	229
	249

	31 Desember
	1915
	7327
	419
	397

	31 Desember
	1916
	7677
	350
	107

	31 Desember
	1917
	7883
	211
	170


*) Data ini adalah pertambahan jumlah penduduk kolonis yang dilahirkan dan baru datang di Gedong Tataan.

**) Sampai bulan Desember 1912, data kolonis tdak tersedia, baru mulai Desember 1913 dapat diketahui jumlahnya.
Sumber; angka-angka tersebut pada tabel ini dihimpun dari  Schalkwijk, 1918: 420-421; Swaal: 1936; Darsiti Soeratman, 1973: 162-163; Kolonisatie Bulletin, 1937: 4; dan Besluit Pemerintah 7 Maret 1906, no. 5.


Percobaan kolonisasi dan pendirian desa-desa di Distrik Gedong Tataan berlangsung lima kali. Percobaan pertama adalah dengan didirikannya Desa Begalen kemudian diikuti, dengan desa Karanganyar dan Kutoarjo pada tahun 1905. Percobaan kedua dilaksanakan pada tahun 1907 dengan didirikannya Desa Gadingrejo yang dikoordinir oleh Van Dissel (Pemimpin Percobaan Kolonisasi). Pendirian koloni yang ketiga adalah dengan membentuk desa Purworejo, dengan dusun-dusun tambahan: Tegalsari, Purwosari, dan Karangrejo yang berlangsung pada tahun 1909. Pendirian koloni yang keempat adalah desa Wonodadi, dengan dusun-dusun tambahan Wonosari dan Wonokriyo, yang berlansung pada tahun 1910; sedang yang kelima, pendirian desa ko​loni yang terakhir pada masa kolonisatieproef, ada​lah desa Tambahrejo yang didirikan pada tahun 1911(Darsiti Soeratman, 1978: 1961-1963).

Ongkos perjalanan para kolonis ke tempat emigrasi ditanggung pemerintah, sementara mereka masih mendapat beaya domisili (verblijfkosten) sebesar f. 22,50,- termasuk untuk membeli alat-alat pertanian; Batas usia peserta kolonisasi dibatasi, yaitu paling tinggi 40 ta​hun atau yang sudah berkeluarga; Pada permulaan kolo​nisasi, kolonis-kolonis yang baru datang ditempatkan di los-los (barak-barak) sebelum perumahan untuk mereka di bangun, (Schalkwijk, 1913: 419). Rumah-rumah sederhana dengan pola Jawa didirikan di atas tanah miliknya (pekarangannya) yang luasnya sekitar 1/2 bau.

Pemerintah Kolonial Belanda tidak puas terhadap hasil percobaan kolonisasi di Gedong Tataan, karena ti​dak diikuti dengan perpindahan penduduk spontan semen​tara beaya yang dikeluarkan pemerintah terlalu tinggi. Itulah sebabnya percobaan itu dihentikan pada tahun 1911. Pemerintah meminta pemerintah daerah yang bersangkutan diharapkan menangani sendiri, agar perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera tidak terhenti sehingga tujuan pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja (kuli) untuk perumahan-perumahan di daerah Sumatra tidak gagal.   Perlu diketahui  bahwa  sejak  tahun  1900 pemerintah telah melakukan ekspansi perluasan perkebunan atau perusahaan  untuk keperluan ekspornya ke luar Jawa (Prajudi, II, 1970: 14-17; Hardjono, 1977; 17).

Akan tetapi pemerintah masih memberikan bantuan untuk mendukung kelangsungan kolonisasi dari Jawa ke Lampung (Sumatera), yaitu dengan mendirikan Lampongsche Bank pada tahun 1912. Mulai saat itu pemimpin percobaan kolonisasi bekerja  sama  dengan pemimpin Lampongsche Bank bekerjasama menangani kolonisasi  itu.  Dengan Besluit Pemerintah 16 Agustus  1913,  no 19,  Bank itu dibantu de​ngan dana  sebesar f. 60.000,-  untuk keperluan para koloni dengan bunga 4% per tahun (Schalwijk, 430-431). De​ngan adanya perubahan ini,  maka pada tahun 1913 para kolonis yang baru datang hanya mendapat beaya hidup f.  22.50,-  sedang  untuk keperluan membangun rumah dan membeli alat-alat pertanian serta yang lainnya dipersilahkan meminjam Bank maksimal f.  200,- untuk diangsur selama 10 tahun. Akan tetapi kebanyakan kolonis hanya meminjam tidak lebih dari f. 10,-.

Program kebijakan kolonisasi ini dirancang dengan menyesuaikan dengan adat-istiadan dan tradisi Jawa. Metode ini digunakan untuk mengantisipasi agar orang-orang yang telah ikut program itu setelah menetap di tempat kolonisanyanya yang baru tidak kembali desa asal mereka. Akan tetapi mereka tetap nyaman tinggal di daerah kolonisassi, karena sudah merasa berada di lingkungan sosial budaya mereka sendiri, seperti di Jawa. Hal ini tampaknya masih  dijalankan sampai tahun 1931(Bijlagen: Inheemsche Kolonisatie dari Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa-Madura oleh Sekretaris Gubernemen tanggal 25 Maret 1931, dalam Rondschrijven No. 646/13 di Perpustakaan Universitas Leiden).
Hubungan antara para kolonisten dengan penduduk Asli di Gedong Tataan relatif baik, walaupun  pernah juga terjadi konflik di antara kedua kelompok komunitas tersebut.. Menurut Schalkwijk – seorang  pegawai Percobaan Kolonisasi di Gedong Tataan  (1910) -  di Gedong Tataan pernah ada beberapa kali pertikaian  karena persoalan batas daerah, tetapi dapat didamaikan. Perlu diketahui bahwa kedua komunitas ini (penduduk asli dan para kolonis) di daerah ini saling membutuhkan kerjasama (simbiosis mualistis). Penduduk asli  masih memelukan keberadaan pa​ra kolonis, karena dianggap sebagai tenaga kerja yang terampiul dan tekun beekerja bila diperlukan membantu mengerjakan sawah atau tegalannya, Sebaliknya para kolonis itu memang masih memerlukan beaya hidup tambahan terutama bagi mereka yang tidak mau mengerjakan tanah pertaniannya (swah atau tegalan) –  sebab pemerintah haanya memberikan tanah itu masih belum siap digarap. Kelompok kolonis seperti ini biasanya digunakan sebagai tenaga upahan,  misalnya mencangkul di sawah,  menumbuk padi,  dan memetik lada (Schaalwijk, op. cit).
Hasil Pembangunan Kolonisasi Di Gedong Tataan
Selama periode 1905-1917 pembangunan di daerah ko​lonisasi di Gedong Tataan telah menghasilkan beberapa hal yang sifatnya membangun walaupun masih di sana-sini masih ada beberapa kendala lapangan (daerah kolonisasi). Pertama adalah bidang perumahan,bahwa para kolonis di daerah tjuan kolonisasi sudah disediakan oleh pemerintah kolonial tempat tinggal rumah panjang (los) dan sawah-ladang.  Di dalam praktiknya para kolonis setelah sampai di desa kolonisasi  tidak menempati sebuah rumah untuk satu keluarga batih (nuclear family) tetapi menempati rumah panjang tersebut yang ditempati oleh lebih dari satu keluarga batih. Ini membuat terkejut kepada sebagian kolonis, karena harapan mereka akan daapat hidup lebih baik di daerah kolonisasi. Kelompok yang seperti pada umumnya – yang dikatagorikan oleh pemerintah orang “malas” – kembali pulang ke desa asal mereka atau ikut penduduk asli sebagai tenga kerja atau buruh. Ditambahkan lagi rumah-rumah itu berada di lingkungan yang kurang sehat di sekitar rawa-rawa, terutama di  desa Karanganyar, Tambahrejo,  Purworejo, dan Baledono (Fock, 1904: 168-169; Kolonisatie Bulletien, 1937). 
Di bidang pembangunan sarana transportasi  (jalan), yaitu telah dibangun jalan besar yang menghubungkan ke Tanjung Karang sepanjang 25 Km.   Lalu-lintas antara Teluk Betung dengan Gedong Tataan juga sudah ada alat transportasi. Apabila penduduk pergi memakai kendaraan truk dari dan ke kedua daerah itu dengan beaya f, 1,- Akan tetapi sayangnya penduduk masyarakat kebanyakan belum dapat menikmati sarana transportasi, karena kehidupan mereka masih marjinal dan involutif (Kingston: 1990, Pelzer: 1945, dan Benoit, et al: 1989).
Di bidang kesehatan: sebelum tahun 1914 hanya ada sebuah rumah sakit kecil yang masih "primitif" untuk menanganni pelayanan kesehatan para kolonis,  tetapi setelah tahun itu telah dibangun sebuah Dinas Keseha​tan yang bertujuan untuk penyuluhan mengenai sanitasi dan merawat orang sakit. Dengan cara ini diharapkan tingkat kematian yang tinggi di daerah Gedong Tataan dapat diperkecil (Benoit, ibid)
Di bidang pendidikan: beberapa sekolahan desa telah dibangun,  yaitu di Begalen,  Gading,   Purworejo, Wonodadi, dan Tambahrejo. Sekolah-sekolah ini di bawah pengawasan Inspektur Pendidikan Pribumi (inspecteur van het Inlandsch Onderwijs), namun pendidikan untuk orang pribumi pada masa itu masih sebatas untuk pegawai-pegawai rendaahan atau tenaga kerja di perkebunan-perkebunan (Zwaal: 1936).

Bidang perkreditan rakyat juga telah dibagun, yaitu Lampongsche Bank. Bank ini diperuntukkan bagi para kolonis. Perbankan di darah Gedong Tataan yang tujuannya untuk memberi kredit kepada penduduk. Akan tetapi para penduduk itu ada yang tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga ada terjerat hutang, karena uang yang telah dipinjam dari baank itu hanya dipergunakan untuk kebutuan konsumtif, bukan untuk pembeayaan pertaniannya – sesuai dengan misi bank perkreditan rakyat itu (Pelzer, op. cit.)
Pembangunan sawah  juga  terus bertambah. Pada  tahun 1910 jumlah sawah basah 460 bau,   sawa semi basah 270 bau,  tegal 235 bau, kemudian pada tahun 1916 sawah basah menjadi 700 bau,   sawah semi basah 400 bau, dan tegalan 465 bau, (Schalkwijk, 1916: 422-440). Diberitakan di dalam Kolonisatie Bulletien (1937)  masih ada penduduk yang tidak dapat memanfaatkan lahan pertanian tersebut di atas, karena pada waktu penyerahan lahan pertanian itu belum berupa sawah atau tegalan tetapi masih banyal ilalang dan pohon-pohon bertembangan di lahan itu. Para kolonis yang “malas” bekerja tidah tahan uji hidup di sana, sehingga kemudian memutuskan kembali ke desa asal mereka (Koloniale Verslag 1917; dan baca juga Kolonisatie Bulletien: 1937, op. cit).
Di daeraah Gedong Tataan  tidak dapat terhindarkan kejadian konflik antara penduduk asli dengan pendatang (kolonisten). Di daerah ini antara tahun 1905-11917 pernah terjadi suatu konfik yang disebabkan oleh kecemburuaan sosial. Terutama peristiwa ini diawali dari adanya perasaan isi dari penduduk asli – yang melihat keberhasilan hidup para kolonis yang sudah berhasil mengolah lahan pertaniannya, sementara mereka ini adalah penduduk pendatang yang dianggap mendesak lahan pertaniannya. Itulah sebabnya, kemudiaan pemerintah kolonial berusaha untuk meredam hal seperti itu melalui pembenahan administrasi desa dengan sistem marga yang sudah berkembang di Gedong Tataan (Sutardjo: 1967)
Kolonisasi pada masa percobaan di Gedong Tataan ini dapat dikatakan kurang berhasil,  yang disebabkan: pertama, lahan pertanian  (sawah atau tegalan) para kolonis belum siap ditanami tanaman (padi atau palawija) untuk kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini dapat dilihat dalam Koloniale Bulletien (1937); kedua, pemerintah terlalu protektif serta lemah dalam menagamen  administrasi dan ekonomiya – yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi pada masa itu - sehingga beaya untuk program itu kemudian mulai dikurangi dari waktu ke waktu, dan sejak tahun 1912 para kolonis dipaksa meminjam uang di Bank yang didirikan di Gedong Tataan dengan bunga 9% per tahun. Ini tentu memberatkan para kolonis, walaupun uang  pinjaman itu akan diminta diangsur setelah tiga tahun kemudian (Ginkel: 1917 dan Zwaal: 1936)). 

Program kolonisasi ini dapat dinilai sebagai pemindahan kemiskinan penduduk dari Kedu (Jawa)  ke daerah Gedong Tataan, Lampong (Luar Jawa), yang belum diarahkan menjadi penduduk sebagai petani yang produktif tetapi cenderung sebagai buruh tani dan perkebujnan (Boeke : 1946; Kingston: 1990, dan Zwaal: 1917). Kebijakan kolonisasi ini memang memiliki pengaruh terhadap pengurangan kepadeatan penduduk di beberapa desa di Jawa seperti misalnya di daerah Karesidenan Kedu. Akan tetapi kebijakan itu memiliki tujuan lain yang lebih penting untuk pemerintah kolonial dan pemodal asing, yaitu untuk memenuhi tenaga perkebunan dan pertambangan (milik swasta dan pemerintah) di Luar Jawa yang telah berkembang sebelumnya di sekitar daerah Lampung, khususnya di d Gedong Tataan. Sebagai contoh, pada tahun 1905 di daerah Pandang dan Bengkulu sudah menyerap tenaga kerja sebesar 83.000 orang. Ini belum termasuh perusahaan yang berkembang lebih dahulu di Deli, Serdang, dan Langkat yang membutuhkan tambahan tenaga kerja (Koloniale Verslag 1905: 266). Masalah ini juga telah diperjuangakan oleh kaum kapitalis yang diwakili oleh angota melalui wakilnya (partai liberal) di parlemen (Tweede Kamer) sejah tahun 1860-an (Berg, 1978: 10-11) Menteri Koloni, Idenburg, menyetujui program kolonisasi ini untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di perkebunan swasta di Luar Jawa (Ginkel, 1917: 1539). Ditambah lagi, Gonggrijp mengatakan bahwa pada tahun 1909 di Sumatra telah berkembang perusahaan swasta (karet, tembakau, dan kopi) meminta dukungan kepada pemerintah untuk menyediakan tenaga kerja yang cukup di perkebunan-perkebunan mereka. (Gonggryp: 1957, 140-141).
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